
LEMBARAN DAERAH 
KOTA  BANDUNG 

TAHUN 
 

: 2009 
 

NOMOR 
 

: 17

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR :   17   TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 

2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

KOTA BANDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANDUNG, 
 
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah 

 Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank 

 Perkreditan Rakyat Kota Bandung; 

b. bahwa sehubungan dengan perlunya penambahan modal dalam bentuk 

penyertaan modal, baik berupa kas maupun asset, mengakibatkan 

terjadinya perubahan struktur modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Kota Bandung, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

 Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa 

 Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara 

 Pembentukan Wilayah Daerah); 

 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 

2901); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3358); 

 

9. Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 

Nomor 08); 

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2008 Nomor 05); 

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 

2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09); 

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 04); 
 

Memperhatikan  :  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

dan 

WALIKOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN : ... 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK 

PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG. 
 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 

2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Modal Dasar PD BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar                          

Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah). 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Bandung. 

 
Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 7 Agustus 2009 
 
WALIKOTA BANDUNG, 
 

TTD. 
 

DADA ROSADA 
 
Diundangkan di Bandung  

pada tanggal 7 Agustus 2009 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

EDI SISWADI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN  2009  NOMOR  17 


